
Rangkap Jabatan 
sama dengan 
BUMN Failure



Apa sebenarnya fungsi komisaris BUMN?

1.Pengawasan Pelaksanaan Tugas Direksi: Komisaris bertugas mengawasi 
kebijakan, jalannya pengurusan, serta memberikan arahan kepada direksi. 
Ini termasuk mengawasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana 
kerja dan anggaran, laporan keuangan, serta kinerja direksi secara 
keseluruhan.

2.Pemberian Masukan: Komisaris memberikan input strategis kepada 
direksi mengenai arah perusahaan.

3.Evaluasi Kinerja: Komisaris memiliki wewenang untuk menilai dan 
mengevaluasi kinerja direksi, termasuk mengangkat dan memberhentikan 
anggota direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.Menyusun Mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate 
Governance): Komisaris memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG, seperti 
transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewajaran, diterapkan 
dalam setiap aspek operasional perusahaan.

5.Perwakilan Pemegang Saham: Sebagai perwakilan pemerintah, komisaris 
memastikan bahwa kebijakan perusahaan sejalan dengan visi dan misi 
negara sebagai pemilik BUMN.



Matinya meritrokasi BUMN

1.Calon Karyawan BUMN menghadapi proses 
seleksi yang ketat (1,4 juta pelamar berebut 
2.000 posisi di 2025)

2.Sementara jabatan komisaris bersifat 
penunjukkan politik  (political appointee)

3.Efek dari matinya meritokrasi: demoralisasi dan 
turunnya produktivitas

4.Pembagian struktur remunerasi yang tidak 
berbasis pada kinerja



BUMN Pemicu Deindustrialisasi Prematur

Sumber: Bank Indonesia, S&P Global, 2025 (Diolah Celios) 

Paska pandemi terjadi penurunan 
pertumbuhan kredit industri pengolahan 

sejalan dengan kontraksi PMI 
Manufaktur. 

Kinerja BUMN makin jauh dari upaya 
mereverse deindustrialisasi premature, 

karena inkompetensi dan political 
appointee direksi-komisaris

Fase rebound paska Covid-19 Kembali melemah



Danantara belum mampu menarik inflow 
investasi dari luar negeri (banyak kekhawatiran 
Danantara terkait inkompetensi dan konflik 
kepentingan)

Source: CEIC, 2025



List Proyek Pemerintah yang ditawarkan ke Danantara (per Juli 2025)
Ada Proyek yang tidak laku dan tidak berkelanjutan diserahkan ke Danantara

Wajib dihindari 

Perlu standar ketat 

Perlu didukung 



Uang Nasabah di Bank Himbara Bagaimana Nasibnya Kalau ada Proyek 
Gagal?

Sumber: CELIOS, 2025



Salah Benar Tidak Bisa Dipidana? Polemik Business Judgement

Sumber: CELIOS, 2025



61,3% Berpendapat 
Danantara Berisiko 
Menambah Beban 
Utang BUMN

47,6%
Akuntabilitas dan 
transparansi 
tantangan terbesar 
Danantara

Sumber: Survei CELIOS, 2025



56,8% Responden tidak 
setuju modal investasi 
Danantara diambil dari 
APBN

59,7%
Menjawab Risiko 
Penyalahgunaan 
Kekuasaan oleh Elit 
dalam Danantara 
sangat besar

Sumber: Survei CELIOS, 2025



80,7%
Khawatir risiko 
korupsi 
pengelolaan 
Danantara 

Sumber: Survei CELIOS, 2025



1.35 Menteri dan Wakil Menteri rangkap jabatan sebagai 
komisaris. Diasumsikan jika setiap komisaris memiliki akses 
terhadap proyek yang membuat pembengkakan biaya 3-7%, 
maka kerugian bisa mencapai lebih dari 1 triliun rupiah per tahun

2.Saat ini, gaji komisaris bisa mencapai setidaknya Rp1 miliar per 
bulan/orang x 35 orang. Uang BUMN hilang Rp 2,1 triliun selama 
5 tahun.

3.Estimasi ini belum termasuk staf khusus menteri dan staf khusus 
presiden yang juga rangkap jabatan sebagai Komisaris.

4.Kerugian ini berimplikasi signifikan pada pemborosan BUMN 
(depleted resources).

Estimasi dampak rangkap jabatan



BUMN Pangan dibalik klaim stok beras tertinggi sepanjang sejarah

Sources: CEIC, 2025

Fakta- Harga beras naik, dimana stok beras yang diklaim itu? 
Harga BUMN pangan- BULOG dijadikan pencitraan politik



Memperkenalkan Danantaramonitor.org 
: Inisiasi Transparansi Danantara dari Masy Sipil



List proyek Danantara lebih transparan dari website BPI Danantara



Advokasi Jalur Langit

Sumber: https://mui.or.id/baca/berita/terima-kunjungan-celios-komisi-fatwa-tabayun-
soal-permohonan-hukum-gaji-menteri-wamen-rangkap-jabatan



Terimakasih


